KEPUTUSAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PENGAKHI RAN TUGAS DAN PEMBUBARAN
TI' M PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NAS| ONAL

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

a. bahwa Ti m Penber esan Badan Penyehat an Per bankan Nasi onal yang
di bent uk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004
sebagai mana telah 2 (dua) kali diperpanjang terakhir dengan
Keput usan Presiden Nonor 5 Tahun 2005 berakhir masa tugasnya
pada tanggal 27 Desenber 2005;

b. bahwa dal am rangka penyel esai an tugas-tugas Ti m Penberesan
Badan Penyehatan Perbankan Nasi onal yang belum dapat
t er sel esai kan, di pandang perlu nengatur tindak |anjut
penanganannya;

C. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud pada

huruf a dan huruf b di atas, perlunenetapkan pengakhiran
tugas dan penbubaran Tim Penberesan Badan Penyehatan
Per bankan Nasional serta penanganan |ebih |anjut tugas-
t ugasnya yang bel um sel esai dengan Keputusan Presi den

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Peraturan Penerintah Nonor 6 Tahun 2006 tentang Pengel ol aan
Barang MIlik Negara/ Daerah (Lenbaran Negara Republik
| ndonesia Tahun 2006 Nonor 20, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 4609);

3. Keputusan Presiden Nonor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran
Tugas dan Penbubaran Badan penyehat an Per bankan Nasi onal ;

4. Keput usan Presiden Nonor 16 Tahun 2004 tentang Penbentukan
Tim  Penberesan Badan Penyehat an Per bankan Nasi ona
sebagai mana telah 2 (dua) kali diperpanjang terakhir dengan
Keput usan Presiden Nonmor 5 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :
KEPUTUSAN PRESI DEN TENTANG PENGAKH RAN TUGAS DAN PEMBUBARAN TI M
PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NAS| ONAL.

Pasal 1

Ti m Penberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, selanjutnya
di sebut Ti m Penberesan BPPN, yang di bentuk berdasarkan Keputusan
Presiden Nonor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah 2 (dua) Kkali
di per panjang terakhir dengan Keputusan Presiden Nonor 5 Tahun
2005, di nyat akan berakhir tugasnya dan di bubarkan.



Pasal 2

Dal am rangka pengakhiran tugas dan penbubaran Ti m Penber esan BPPN
sebagai mana di maksud dalam Pasal 1, Ketua Tim Penberesan BPPN
nmenyanpai kan | aporan pel aksanaan tugas kepada Presi den.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 3

Dengan berakhirnya tug as dan di bubarkannya Ti m Penberesan

BPPN sebagai mana di maksud dal am Pasal 1

a.tugas Tim Penberesan BPPN yang belum terselesaikan,
sel anj ut nya di | aksanakan ol eh Menteri Keuangan;

b. kekayaan negara yang terkait dengan sita eksekusi Hak
Tanggungan dan sita eksekusi |ainnya, penanganannya
di | akukan ol eh Panitia Urusan Piutang Negar a.

Tugas sebagai mana di naksud pada ayat (1) huruf a neliputi

pul a :

a. penyel esai an program penj am nan yang sebel um
di t et apkannya Keput usan Presi den i ni di ser ahkan
penyel esai annya kepada Ti m Penber esan BPPN

b. penanganan dan penyel esaian transaksi Penyel esai an

Kewaj i ban Penmegang Saham (PKPS) terhadap Penmegang Sa

ham yang telah nenandatangani Perjanjian Penyel esaian

Kewaj i ban Penmegang Saham dan Pengakuan Ut ang dan/atau

Perjanjian Penyel esaian Senentara Kewajiban Penegang

Saham dan Pengakuan U ang, dan tel ah:

1) mel akukan sebagi an penbayaran atas kewajibannya
kepada BPPN sebelum BPPN berakhir tugasnya dan
di bubar kan; atau

2) menyanpai kan rencana penyel esaian kewaj i bannya
kepada Ti m Penber esan BPPN

C. Penanganan dan penyel esaian transaksi PKPS terhadap
penegang saham yang telah menyanpai kan rencana
penyel esai an kewaj i bannya kepada Menteri Keuangan

sesudah tanggal 27 Desenber 2005.
Penanganan dan penyel esai an tugas sebagai mana di maksud pada
ayat (2) huruf b dan huruf c dil akukan setel ah berkoordi nasi
dengan Menteri Koordi nator Bidang Perekonom an, Jaksa Agung
dan Kepal a Kepolisian Negara Republik | ndonesi a.

Pasal 4

Dal am rangka pel aksanaan tugas sebagai mana dimaksud dal am
Pasal 3, Menteri Keuangan berwenang:

a. mel akukan upaya danmai dal am rangka per cepat an
pengenbal i an uang Negar a;

b. nmel akukan penbayaran kepada pihak ketiga berdasarkan
put usan pengadil an yang telah berkekuatan hukum tetap
atau berdasarkan penilaian Menteri Keuangan dapat
di bayar;

C. nmenyel esai kan sel uruh sisa pekerjaan adm nistrasi aset

Tim Penberesen BPPN neliputi penetapan juniah hak
tagi h, penerbitan surat keterangan |unas, dan pel epasan
dokunen aset serta pekerjaan lainnya yang berkaitan



dengan pekerjaan adm ni strasi aset.

d. menmanggi| serta nmem nta keterangan dan dokunen- dokunen
dari mantan Ketua, Wakil Ketua, pejabat dan senua
mant an pegawai BPPN, dan mantan Ketua, Wkil Ketua,

Sekretaris, Anggota, Koordinator Pel aksana, dan sel uruh
anggota Kel onpok Kerja dan Sekretariat Tim Penberesan
BPPN serta nantan pejabat dan pegawai Unit Pel aksana
Penj am nan Penerintah (UP3);

e. nmel aksanakan dan nel akukan koordi nasi, konsultasi dan
kerjasama dengan instansi penerintah dan/atau pihak
| ai n yang di anggap perl u;

f. mem nta informasi, kajian dan bantuan dari tenaga ahli
pakar dan praktisi di bidang yang diperlukan, serta
pi hak- pi hak | ai n yang di anggap perl u.

(2) Kewenangan Menteri Keuangan sebagai nana di maksud pada ayat
(1), dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang
ber | aku.

Pasal 5

Dengan pengakhiran dan penbubaran Tim Penberesan BPPN, nantan
Ketua, Wakil| Ketua, pejabat BPPN | ai nnya dan sel uruh

mant an pegawai BPPN, dan man tan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris,
Anggot a, Koordi nat or Pel aksana, dan sel uruh anggota Kel onpok Kerja
dan Sekretariat Tim Penberesan BPPN serta mantan pejabat dan
pegawai UP3, wajib nenberi kan segala bantuan dan/atau keterangan
yang di perl ukan dal am rangka penerusan tugas Ti m Penber esan BPPN.

Pasal 6

Segala biaya vyang diperlukan sehubungan dengan pel aksanaan
Keput usan Presiden ini ditetapkan ol eh Menteri Keuangan.

Pasal 7

Menteri  Keuangan nel aporkan secara berkal a pel aksanaan Keputusan
Presiden ini kepada Presiden.

Pasal 8

Ketentuan | ebih [anjut yang diperl ukan bagi pel aksanaan Keput usan
Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
menpunyai daya | aku surut sejak tanggal 27 Desenber 2005.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2006
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.



DR H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO



